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Kata Pengantar

Tahun 2020 tercatat sebagai periode sulit bagi dunia internasional, karena 
munculnya pandemi Covid-19 berskala global. Sejarah membuktikan bahwa 
kejadian semacam ini terjadi secara alami dan terulang kembali dalam kurun 

waktu tertentu. Pada tahun 1918 Flu Spanyol menewaskan sekitar 21,5 juta hingga 50 
juta jiwa di seluruh dunia, termasuk 1,5 juta jiwa di wilayah Indonesia yang saat itu 
masih bernama Hindia Belanda. Datangnya pandemi Covid-19 memaksa masing-masing 
negara mengambil kebijakan darurat dalam menjalankan roda pemerintahan mereka. 
Penanganan pandemi membutuhkan sumber daya yang masif dengan melibatkan 
seluruh komponen bangsa di berbagai sektor strategis. Di sinilah peran lembaga think 
tank menjadi sangat vital berkenaan dengan koreksi proyeksi kemungkinan perlambatan, 
resesi dan depresi ekonomi. Akibatnya realokasi anggaran tidak dapat terelakkan. 
Mengingat belum ada satupun negara yang siap menghadapi pandemi seperti ini, maka 
yang paling mungkin dilakukan adalah mencegah dan memperlambat laju penyebaran 
Covid-19. Solusi pencegahan tersebut diharapkan bisa menekan persebaran pandemi 
sembari menunggu produksi vaksin.       

Hingga awal Mei 2021 kasus positif Covid-19 di Indonesia sudah mencapai angka 1,6 juta 
(Satgas Covid-19, 2021). Berbagai kebijakan serta regulasi dikeluarkan oleh pemerintah 
guna mengantisipasi lonjakan kasus yang terjadi. Mulai dari pelaksanaan masa tanggap 
darurat penanganan Covid-19, lalu modifikasi kebijakan karantina berdasarkan wilayah 

Kata
Pengantar
The PRAKARSA merasa perlu menyusun sebuah 
bunga rampai yang dapat menggambarkan 
pembangunan kesehatan di Indonesia dengan 
lebih komperhensif. Terutama ditengah kondisi 
pandemi Covid-19, sebagai refleksi terhadap 
pembangunan kesehatan di Indonesia. 
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(PSBB). Kebijakan PSBB ini memang tidak dilaksanakan serentak di seluruh wilayah 
Indonesia, tetapi dampak sosial ekonominya dirasakan oleh seluruh masyarakat. 
Setelah 3 bulan melewati masa tanggap darurat dan PSBB, pemerintah Indonesia praktis 
menjajaki penerapan kehidupan normal baru (new normal). Dalam konteks pandemi 
istilah new normal dimaknai sebagai perubahan pada perilaku manusia yang terjadi 
pasca pandemi Covid-19, membatasi sentuhan fisik dan menjaga jarak antar individu 
(Griffith, 2020 dalam William, 2020). Pemerintah Indonesia mengartikan new normal 
sebagai skenario untuk memperbaiki kondisi sosial ekonomi dengan menekankan 
penerapan protokol kesehatan secara ketat (Putsanra, 2020 dalam William, 2020). 
Faktanya, keterbatasan kapasitas Indonesia dalam menghadapi pandemi Covid-19 
menjadi tantangan terbesar dalam penerapan new normal. Ketika negara-negara maju 
dengan sistem kesehatan yang kuat merasa kewalahan menghadapi pandemi ini, maka 
pelu disadari new normal bukanlah upaya hidup berdampingan atau berdamai dengan 
Covid-19. Melainkan kebiasaan baru dimana manusia harus sadar bahwa mereka selalu 
dihadapkan pada nyatanya ancaman Covid-19 (Muhyiddin, 2020).

Menjadi menarik ketika mengaitkan new normal dengan konsep habitus dari Pierre 
Bourdieu. Habitus menurut Bourdieu adalah struktur sosial yang diinternalisasikan 
dalam suatu wujud. Habitus mencerminkan pembagian objektif dalam struktur kelas 
seperti umur, jenis kelamin, kelompok, dan kelas sosial. Konsep ini memberikan 
pandangan bahwa setiap orang memiliki kebiasaan yang tidak sama; namun orang yang 
menduduki posisi sama cenderung memiliki kebiasaan sama. Hal ini terjadi akibat dari 
lamanya posisi dalam kehidupan sosial yang diduduki oleh seorang individu. Sehingga 
habitus akan berbeda-beda, tergantung pada wujud posisi seseorang dalam kehidupan 
sosial. Habitus juga bisa terjadi pada waktu tertentu dan merupakan hasil dari ciptaan 
kehidupan kolektif yang berlangsung selama periode tertentu (Bourdieu, 1977). Dalam 
penerapan kehidupan new normal masyarakat dituntut untuk memiliki kesadaran 
kolektif atas eksistensi pandemi Covid-19. Sudah satu tahun lebih masyarakat Indonesia 
hidup dalam kondisi pandemi. New normal ini tentu saja menumbuhkan habitus baik 
bagi seluruh masyarakat Indonesia seperti; menggunakan masker, menjaga jarak, 
menghidari kerumunan, dan menerapkan perilaku hidup bersih & sehat. Sejalan dengan 
konsep dari Bourdieu bahwa habitus akan terbentuk akibat dari fenomena kolektif yang 
terjadi. 

Sehingga perlu dicermati juga mengenai hikmah dibalik terjadinya pandemi Covid-19. 
Masyarakat mampu beradaptasi dengan menerapkan kebiasaan hidup bersih dan sehat 
untuk mencegah penularan Covid-19. Menunda mudik dan pulang kampung demi 
menjaga kesehatan keluarga di daerah asal. Berusaha melakukan berbagai aktivitas 
dari rumah saja, dan meminimalisir mobilitas mereka. Revolusi mental di masyarakat 
ternyata memungkinkan untuk dilakukan dalam kurun waktu yang cukup cepat. Akan 
tetapi masih menjadi pertanyaan besar, apakah habitus hidup bersih dan sehat dapat 
bertahan setelah pandemi berakhir? Hal ini yang perlu dipastkan juga oleh seluruh 
pihak termasuk pemerintah dan masyarakat sendiri. 
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Disamping itu, pemerintah sudah melakukan realokasi anggaran untuk optimalisasi 
pelayanan kesehatan dengan lebih cepat dan efektif. Berupaya untuk melakukan 
reformasi perlindungan sosial bagi seluruh warga negara dengan melihat peluang 
integrasi dan interkoneksi program. Melibatkan civil society organization (CSO) 
sebagai upaya kolaborasi dalam memberikan masukan dan pertimbangan atas 
kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah. Namun pandemi Covid-19 juga harus 
dijadikan momentum untuk reformasi sistem kesehatan nasional (SKN). Hal ini untuk 
mempersiapkan kemungkinan keadaan darurat munculnya pandemi penyakit lain 
pada masa mendatang. Mengingat berbagai tantangan mengenai SKN di Indonesia 
masih sangat banyak mulai dari keterbatasan tenaga kesehatan, ketimpangan fasilitas 
kesehatan diberbagai daerah, dan pengembangan inovasi dalam program JKN perlu 
dilakukan agar kualitas pelayanan kesehatan dapat meningkat.

The PRAKARSA sebagai organisasi think tank memandang pembangunan kesehatan 
merupakan bagian penting dari pembangunan nasional. The PRAKARSA merasa perlu 
menyusun sebuah bunga rampai yang dapat menggambarkan pembangunan kesehatan 
di Indonesia dengan lebih komperhensif. Terutama ditengah kondisi pandemi Covid-19, 
sebagai refleksi terhadap pembangunan kesehatan di Indonesia. Dalam penulisan bunga 
rampai ini, PRAKARSA melibatkan berbagai pihak mulai dari rekan-rekan praktisi 
pelayanan kesehatan, penggiat advokasi kebijakan (CSO), akademisi, pemerintah dan 
jurnalis untuk terlibat dalam penulisan. PRAKARSA berupaya melibatkan seluruh 
stakeholder pembangunan kesehatan agar dapat memotret berbagai perspektif dalam 
satu kesatuan isu.  

Penulisan bunga rampai ini adalah bagian dari program yang kami jalankan bekerja 
sama dengan BfDW. Kami sampaikan terima kasih pada BfDW yang telah mendukung 
pendanaan program ini. Secara khusus kami atas nama The PRAKARSA menyampaikan 
apresiasi kepada tim penulis: Aqilatul Layyinah, Hasbullah Thabrany, Hermawan 
Saputra, Irawaty Manulang, Muhammad Saleh, Muhammad Yusran, Muttaqien, Sri 
Bayu Sela Adji, dan Vini Aristianti. Kami juga berterima kasih kepada semua pihak 
termasuk editor, penerbit, akademisi, Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Dinas 
Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, rekan-rekan CSO (PELKESI, CD Bathesda/YAKKUM). 
Kontribusi Anda merupakan bentuk keperdulian bagi perbaikan pembangunan 
kesehatan kearah yang lebih baik. Semoga kita dapat melewati krisis akibat pandemi 
Covid-19 dan mengambil hikmah untuk meningkatkan kualitas sistem kesehatan 
nasional di Indonesia. Salam sehat dan selamat membaca. 

Jakarta, 19 Mei 2021
Ah Maftuchan 

Direktur Eksekutif The PRAKARSA
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Kesehatan merupakan investasi penting untuk mendukung pembangunan suatu 
negara dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. 
Hal ini sudah tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 melalui pembangunan 

nasional yang berkesinambungan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pembangunan 
kesehatan diarahkan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, sebagai 
modal untuk pembangunan nasional yang pada hakikatnya adalah membangun 
manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. 

Selama hampir dua tahun terakhir dunia tengah dihadapkan oleh pandemi (wabah raya) 
Covid-19. Indonesia menghadapi tantangan tersendiri dalam menghadapi pandemi 
Covid-19 ini, yang disebabkan oleh banyak faktor, salah satunya yakni ketimpangan 
pembangunan kesehatan antarwilayah di Indonesia. Berbagai tantangan, hambatan 
dan pembelajaran dalam penanganan pandemi Covid-19 tentu saja diperoleh berbagai 
pihak. 

Ringkasan Eksekutif

xviiThe PRAKARSA 
Refleksi Pembangunan Kesehatan di Indonesia dalam Situasi Pandemi Covid-19

Buku ini mencoba merefleksikan kondisi pembangunan kesehatan 
di Indonesia dan mencatat pembelajaran dalam penanganan 
pandemi yang disebabkan oleh virus Corona jenis SARS-CoV-2 ini.“
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Kesehatan global berfokus pada isu-isu kesehatan dunia yang membutuhkan kerja sama 
lintas negara, bersifat multidisipliner, lintas sektor, dan bertujuan untuk meningkatkan 
dan mencapai kesetaraan status kesehatan masyarakat dunia. Tujuan ini termanifestasi 
dalam rencana aksi global guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan 
melindungi lingkungan yang disebut dengan Sustainable Development Goals (SDGs). 
Adalah suatu kewajiban moral bagi setiap negara untuk mencapai target dan tujuan 
yang tercantum dalam SDGs. Termasuk di bidang kesehatan yang memiliki tujuan yaitu 
“Good Health and Well Being”. 

Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Kesehatan RI menindaklanjuti SDGs 
dengan menetapkan Rencana Strategis tahun 2020 – 2024. Upaya dalam penanganan 
permasalahan kesehatan di Indonesia telah dipaparkan berikut dengan indikator 
capaiannya. Namun, seperti ada yang terlewatkan. Strategi penangananan New 
Emerging Diseases belum memiliki target dan arah yang jelas. Munculnya virus bernama 
SARS-CoV-2 yang menyebabkan Covid-19 dan kemudian merajalela menjadi pandemi 
dahsyat terasa begitu mengagetkan. Tentu hal ini dikarenakan tidak adanya persiapan 
yang memadai. Kebijakan baru menangani Covid-19 banyak diterbitkan. Bagaimana 
implementasinya? Nyatanya penambahan jumlah kasus positif di Indonesia masih 
terus berlanjut. Untuk itu, sangat perlu adanya pembaharuan perilaku. Tidak hanya 
perilaku orang/komunitas melainkan juga perilaku kebijakan yang memiliki peran 
besar. Karena kecepatan laju pandemi ini bergantung kepada perubahan perilaku lebih 
dari 270an juta manusia Indonesia dan bagaimana cara mereka menyikapinya.

1.1 Pengertian Kesehatan Global

Istilah Global Health atau Kesehatan Global kerap kali digunakan dalam banyak 
penelitian akademis, dokumen pemerintah, dan organisasi internasional. Istilah 
Kesehatan Global juga kerap kali disamakan dengan istilah International Health atau 
Kesehatan Internasional, walaupun terdapat pendapat yang menyatakan keduanya 
memiliki definisi yang berbeda. Selain itu, Kesehatan Global juga kerap disamakan 
sebagai Public Health atau Kesehatan Publik/Masyarakat yang dalam sejarahnya 
mengacu pada kondisi di dalam batas suatu negara (Koplan, et al., 2009). 
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terjadi transisi epidemiologi dalam tiga dekade terakhir: penyakit menular/KIA/gizi 
telah menurun dari 51,3 persen pada tahun 1990 menjadi 23,6 persen pada tahun 2017, 
penyakit tidak menular (PTM) naik dari 39,8 persen pada tahun 1990 menjadi 69,9 
persen pada tahun 2017, serta cedera turun dari 8,9 persen pada tahun 1990 menjadi 6,5 
persen pada tahun 2017. 

Indonesia mengalami beban ganda, di satu sisi PTM naik dengan signifikan, namun 
masih dihadapkan pada penyakit menular yang belum tuntas. Ancaman kesehatan 
masyarakat lainnya yang tidak dapat diabaikan adalah ancaman dalam bentuk risiko 
biologi, kimia, terorisme, radio-nuklir, penyakit zoonosis (penyakit tular hewan), 
kedaruratan kesehatan masyarakat, dan ancaman penyakit yang baru muncul (new 
emerging diseases).

Adanya pandemi Covid-19 pada tahun 2020 harus dipergunakan sebagai pembelajaran 
terkait kesiapsiagaan menghadapi penyakit baru muncul (new emerging diseases), 
khususnya dalam menyiapkan sistem kesehatan yang mampu merespons 
kegawatdaruratan kesehatan masyarakat. Sekitar 70 persen penyakit infeksi pada 
manusia yang baru adalah penyakit zoonosis, yang sangat dipengaruhi oleh interaksi 
antara manusia dan lingkungannya. Penduduk Indonesia yang padat dengan geografis 
yang luas menyebabkan terbukanya transportasi di dalam negeri maupun antar negara 
yang dapat menyebabkan masuknya agen penyakit baru.

Dengan adanya kondisi tersebut, Kementerian Kesehatan telah menetapkan 12 potensi 
dan permasalahan kesehatan di Indonesia dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 
21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020 - 2024, 
sebagai berikut:

Upaya Kesehatan Masyarakat

Upaya kesehatan masyarakat berfokus pada kesehatan ibu dan kesehatan anak (angka 
kematian balita, angka kematian bayi, dan angka kematian neonatal). Angka Kematian 
Ibu (AKI) di Indonesia masih merupakan yang tertinggi di Asia Tenggara serta masih 
jauh dari target global SDGs untuk menurunkan AKI menjadi 183 per 100.000 Kelahiran 
Hidup (KH) pada tahun 2024. Kondisi ini mengisyaratkan perlunya upaya yang lebih 
strategis dan komprehensif, karena untuk mencapai target AKI turun menjadi 183 per 
100.000 KH tahun 2024 diperlukan paling tidak penurunan kematian ibu sebesar 5,5 
persen per tahun.  

Angka Kematian Anak berdasarkan laporan SDKI tahun 2017 menunjukkan penurunan 
angka kematian neonatal dari 20 per 1.000 KH tahun 2002 menjadi 15 per 1.000 KH pada 
tahun 2017, penurunan angka kematian bayi dari 35 per 1.000 KH tahun 2002 menjadi 
24 per 1.000 KH tahun 2017, dan penurunan angka kematian balita dari 46
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2.1 Indonesia dan Covid-19: Kebijakan dan Implementasi

Pada 4 Februari 2020 Indonesia mulai menerapkan kebijakan untuk mencegah 
masuknya Covid-19 dari Wuhan, China. Beberapa kebijakan yang diterapkan oleh 
Indonesia antara lain: dibuatnya hotline informasi Covid-19 di sembilan kementerian, 
menghentikan penerbangan rute Indonesia-China, pembatasan kedatangan orang dari 
kawasan China, perpanjangan visa untuk turis asal China yang berada di Indonesia, 
dan pelarangan impor hewan hidup dari China. Dengan berlakunya beberapa kebijakan 
ini, pemerintah mengharapkan pandemi Covid-19 dapat dicegah dan tidak masuk 
ke Indonesia. Pada saat itu, pemerintah juga mengklaim belum ada temuan kasus 
orang yang terjangkit Covid-19, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir dan bisa 
menjalankan aktivitas mereka seperti biasa.

Meluasnya penyebaran Covid-19 ke berbagai negara disebabkan oleh salah satunya 
mobilitas penduduk. Pada 2 Maret 2020 pemerintah secara resmi mengumumkan 
bahwa terdapat dua orang yang positif terinfeksi Covid-19. Pemerintah menyampaikan 
bahwa kasus ini sudah ditangani di fasilitas kesehatan sesuai standar penanganan 
Covid-19. Tracing pun dilakukan, dengan tujuan agar kontak erat dengan pasien bisa 
segera ditemukan dan virus tidak menyebar. Pasca pengumuman resmi oleh presiden, 
pemerintah belum menampakkan arah kebijakan yang pasti dalam menghadapi 
pandemi. Pemerintah pusat dan daerah mengeluarkan pernyataan dan kebijakan sesuai 
tugas dan fungsi mereka sendiri-sendiri. Di tengah situasi tersebut, berbagai inisiatif 
lainnya muncul dari masyarakat untuk menjaga lingkungan dari penyebaran Covid-19. 

Dalam upaya penanggulangan dini wabah Covid-19, Menteri Kesehatan telah 
mengeluarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/104/2020 
tentang Penetapan Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019-nCoV) sebagai jenis penyakit 
yang dapat menimbulkan wabah dan upaya penanggulangannya. Penetapan didasari 
oleh pertimbangan bahwa Infeksi Novel Coronavirus telah dinyatakan WHO sebagai 
kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia atau public health emergency 
of international concern. 
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2.3 Tantangan Rumah Sakit dalam Menangani Covid-19 

Rumah Sakit sebagai garda terdepan dalam pengobatan pasien Covid-19, pada awal 
pandemi mengalami dilema. Rumah sakit mendapatkan berbagai tantangan dan 
keterbatasan berdasarkan pembelajaran penanganan kasus Covid-19 antara lain:

Keterbatasan Fasilitas seperti Ruang Isolasi dan alat Ventilator 

RS harus memiliki Ruang Isolasi khusus yang akan digunakan untuk merawat 
Pasien Dalam Pengawasan (PDP) ataupun pasien positif Covid-19. Ruang 
Isolasi tersebut harus memenuhi persyaratan minimum baik fasilitas ruangan, 
maupun sarana prasarana penunjang. Artinya dalam waktu yang singkat harus 
dilakukan perubahan tata letak dan penambahan fasilitas.  Dalam penyiapan 
ruang isolasi RS memodifikasi unit rawat inap atau IGD yang sudah ada dengan 
sedikit perombakan sesuai persyaratan.

Minimnya SDM yang siap melayani pasien Covid-19

Keterbatasan SDM dalam hal kompetensi yang dimiliki. Antara lain seperti 
tenaga kesehatan belum pernah mendapatkan pelatihan bersertifikasi 
mengenai pencegahan dan pengendalian infeksi, dan pengolahan limbah. 
Padahal kemampuan dan keterampilan tersebut sangat besar peranan dalam 
pencegahan dan mitigasi penularan. Oleh karena itu tidak ada jaminan 
perlindungan terhadap tenaga medis/paramedis dan non medis yang menangani 
pasien Covid-19.

APD bagi tenaga kesehatan yang harganya mahal dan tidak tersedia.  

Sulitnya mendapatkan Alat Pelindung Diri (APD), seperti masker N95, 
pelindung mata, baju pelindung/hazmat, sarung tangan, dan sepatu boot. 
Hal ini dikarenakan terbatasnya produksi dan Pemerintah tidak melakukan 
pembatasan harga, sehingga harga melambung tinggi. Harga N95 berkisar dari 
Rp 1.5 – 2 juta per box (isi 20 buah), surgical mask per box (isi 50 buah) dan 
sarung tangan per box (isi 100 buah) berkisar Rp 250.000-350.000, Hazmat per 
buah dari Rp150.000-350.000, dan sepatu boot di atas Rp 200.000 per pasang.  
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Saat ini Indonesia dan negara-negara lain di dunia sedang bergumul menghadapi 
pandemi Covid-19. Berbagai upaya penanganan dan pencegahan telah dilakukan 
pemerintah melalui kebijakan yang dikeluarkan. Namun penambahan kasus penyebaran 
virus SARS-CoV-2 sampai saat ini belum menunjukkan kecenderungan menurun. 
Berdasarkan analisis yang dilakukan terdapat beberapa faktor yang menyebabkan 
kurang efektifnya pelaksanaan kebijakan untuk pencegahan serta pengendalian laju 
penyebaran virus ini. Faktor tersebut antara lain: kebijakan yang bersifat kuratif dan 
berfokus pada penyembuhan secara fisik, tata kelola pencegahan dan pengendalian 
secara teknis lebih banyak dikendalikan oleh pemerintah, kebijakan bersifat seragam 
dan belum memperhatikan konteks serta potensi lokal, dan implementasi kebijakan 
masih sektoral terbatas pada sektor kesehatan belum terintegrasi dengan sektor 
lain. Oleh karena itu dibutuhkan sebuah pendekatan yang holistik, partisipatif, 
komprehensif, dan lintas sektor untuk menyelesaikan permasalahan. 

Pendekatan Primary Health Care (PHC) dinilai efektif untuk mengendalikan penyebaran 
Covid-19. PHC merupakan pendekatan yang bersifat holistik (fisik, mental, sosial-
budaya dan ekonomi), partisipatif, komprehensif, dan lintas sektoral yang digunakan 
untuk memberikan pelayanan terhadap kesehatan dasar. Pendekatan ini menekankan 
pentingnya sinergi antara pemerintah dan masyarakat bersama menyelesaikan 
permasalahan terkait pemenuhan kesehatan dasar.

Dalam tulisan ini diusulkan penerapan PHC beserta Apreciative Inquiry (AI) sebagai 
pendekatan untuk mengoptimalkan potensi lokal masyarakat dalam wabah Covid-19. 
Metode yang diterapkan adalah SALT dengan delapan aktivitas yaitu memfasilitasi 
pertemuan desa, penguatan kapasitas tim kesehatan, pendekatan masyarakat melalui 
kunjungan keluarga, perumusan hasil kunjungan keluarga, pertemuan warga berbasis 
RT, RW, dan desa, perumusan rencana aksi warga, pengorganisasian rencana aksi, dan 
monitoring dan evaluasi secara berkala. SALT berarti support, share, and stimulate (S), 
appreciate (A), learn, listen, and link (L), dan transfer (T).
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4.1 Kondisi Awal Covid-19 di Sulawesi Barat

Kasus pertama Covid-19 di Sulawesi Barat (Sulbar) dilaporkan pada tanggal 29 Maret 2020 
setelah seorang siswa asal Kabupaten Majene yang “mondok” di Pulau Jawa kembali ke 
kampung halamannya di Majene. Berkoordinasi dengan tim Covid-19 Sulawesi Selatan, 
Dinas Kesehatan Kabupaten Majene melakukan penelusuran (tracing) terhadap keluarga 
pasien pertama Covid-19 di Sulawesi Barat itu dan melakukan rujukan ke Rumah Sakit 
Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju. Akibat tersiarnya berita tentang pasien Covid-19 
ini kepanikan melanda masyarakat di beberapa wilayah di Sulawesi Barat, ditambah 
lagi berbagai disinformasi atau Hoax yang menyebar di masyarakat menambah beban 
penanganan Covid-19. Simpang siur informasi menambah rasa takut masyarakat untuk 
beraktivitas di luar rumah.

Sebelumnya, Pemerintah Sulawesi Barat sudah membuat surat edaran ke semua Dinkes 
Kabupaten se-Sulawesi Barat dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi nCoV (Novel 
Corona Virus) pada tanggal 28 Januari 2020 dan dilanjutkan dengan rapat koordinasi 
dengan wilayah kerja KKP Mamuju yang dihadiri oleh unsur lintas sektor terkait 
dari KKP (Wilker Belang-Belang, Wilker Tampa Padang, KKP di Pelabuhan Simboro, 
Dinkes Kabupaten Mamuju, Dinkes Kabupaten Pasangkayu dan PT. Letawa) untuk 
Persiapan Penyusunan Dokumen Rencana Kontijensi (Renkon) Kedaruratan Kesehatan 
Masyarakat, dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi wabah Novel Corona Virus 
(nCoV) dari Wuhan, China, Rapat dipimpin langsung oleh Kepala KKP Kelas I Makassar 
dr. Darmawali Handoko, M.Epid pada tanggal 29 Januari 2020 bertempat di Kantor KKP 
Wilker Mamuju Tampapadang.

Selanjutnya sesuai arahan Bapak Gubernur Sulawesi Barat, dilaksanakan Rapat 
Koordinasi Kesiapsiagaan Menghadapi nCoV (Novel Corona Virus) di Kantor Gubernur 
Sulbar di Mamuju yang dihadiri oleh semua Kepala Dinas Kesehatan se-Sulawesi Barat, 
lintas sektor dan lintas program. Rapat ini dipimpin  oleh Wakil Gubernur Provinsi 
Sulawesi Barat, Enni Anggraeni Anwar pada tanggal 30 Januari 2020. Ini merupakan 
salah satu langkah strategis untuk kesiapsiagaan pencegahan penyebaran Novel Corona 
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5.1 Pendahuluan

Sistem Kesehatan Nasional Indonesia selama enam dekade terakhir terus berkembang 
ke arah lebih baik. Salah satu indikator capaian status kesehatan masyarakat Indonesia 
yaitu menurunnya Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi, adanya peningkatan 
usia harapan hidup per bayi baru lahir, penurunan prevalensi kekurangan gizi pada 
balita, dan penurunan angka penyakit menular.

Selama enam dekade terakhir Angka Kematian Bayi (AKB) terus mengalami penurunan. 
Pada tahun 2019 AKB Indonesia sebesar 12,4 per 1.000 kelahiran hidup, sementara 
angka kematian bayi Indonesia pada tahun 1960 sebesar 56,6 per 1.000 kelahiran hidup. 
Namun demikian angka ini masih 2,7 kali lipat lebih tinggi dibanding negara tetangga 
kita Malaysia yang mencapai 4,6 per 1.000 kelahiran hidup (2019). Atau dibanding 
Thailand sebesar 5,3 per 1000 kelahiran hidup.  Padahal pada tahun 1960 AKB di 
Thailand lebih tinggi dibanding Indonesia yaitu 57,5 per 1.000 kelahiran hidup. Jika 
dibandingkan dengan rata-rata neonatal mortality rate dunia (17,5 per 1.000 kelahiran 
hidup) maka AKB Indonesia masih lebih rendah, namun angka ini masih di atas angka 
target capaian target SDGs sebesar 12 per 1000 kelahiran hidup.

Angka kematian Ibu (AKI) pun secara perlahan mengalami penurunan, tetapi belum 
mencapai target. AKI di Indonesia pada tahun 2017 sebesar 305 per 100.000 kelahiran 
hidup, jika dibandingkan tahun 1991 (390 per 100.000 kelahiran hidup) angka ini 
menurun, namun masih jauh dari indikator target SDGs yaitu sebesar 70 per 100.000 
kelahiran hidup.  Masih menjadi tantangan dan pekerjaan rumah untuk menurunkan 
angka kematian ibu secara signifikan. Jika dibandingkan dengan angka kematian ibu 
di Malaysia sebesar 25,2 per 100.000 kelahiran hidup di tahun 2013, Indonesia masih 
tertinggal jauh. Sedangkan angka kematian ibu di Thailand sebesar 12 per 100.000 
kelahiran hidup di tahun 2005.

Usia harapan hidup bayi baru lahir Indonesia semakin meningkat selama enam dekade 
terakhir. Pada tahun 2019 setiap bayi baru lahir di Indonesia memiliki usia harapan 
hidup sebesar 71,34 tahun, angka ini meningkat 52,9 persen dibanding usia harapan 
hidup bayi baru lahir di Indonesia tahun 1960 yaitu 46,67 tahun. Namun demikian usia 
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6.1 Pendahuluan

Cakupan Kesehatan Semesta atau di dunia populer disebut Universal Health Coverage 
(UHC) sudah menjadi kenyataan sebagai suatu komitmen dunia yang tercantum dalam 
Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya dalam tujuan (goal) butir 3.8. Para 
pemimpin dunia, pada tahun 2015 bersepakat mewujudkan tersedianya layanan 
kesehatan yang dapat diakses oleh semua orang dan mencegah tidak satupun orang 
jatuh miskin akibat biaya berobat. 

Kebutuhan layanan kesehatan merupakan suatu kejadian yang tidak dapat direncanakan, 
suatu uncertainty atau ketidakpastian bagi setiap orang. Kebutuhan layanan kesehatan 
(akibat sakit atau kecelakaan) dapat timbul di mana saja, kapan saja, dan bencana 
sakit dapat bersifat katastrofik. Katastrofik artinya merusak ekonomi dan kehidupan 
suatu rumah tangga, karena biaya berobat dapat sangat mahal. Jika setiap orang harus 
membayar sendiri biaya cuci darah karena gagal ginjal, pengobatan kanker, atau 
bedah jantung dapat menghabiskan Rp 1 milyar atau lebih. Suatu kecelakaan yang 
menghancurkan tulang pinggul membutuhkan pembedahan yang membutuhkan biaya 
ratusan juta rupiah, dan jika orang tersebut lumpuh, tidak dapat bekerja, maka biaya 
hidup selanjutnya akan menjadi beban rumah tangga yang memiskinkan. Kejadian sakit 
atau kecelakaan yang menghancurkan ekonomi rumah tangga (belanja katastrofik) 
sama sekali tidak boleh dibiarkan terjadi pada seseorang. Oleh karena itu kepala-
kepala negara di dunia sepakat untuk menandatangani SDGs untuk mewujudkan UHC 
di seluruh dunia pada tahun 2030.

Sesungguhnya UHC bukan hanya urusan pengobatan atau kuratif semata, karena 
nyatanya banyak kejadian sakit atau musibah sakit yang menimpa sesorang dapat 
dicegah atau preventable. Oleh karena itu UHC yang mencakup layanan-layanan 
promotif dan preventif harus menjadi komitmen suatu negara. Layanan promotif-
preventif, misalnya dalam kasus Covid-19 memakai masker dan berolahraga tiga kali 
seminggu, akan mengurangi atau meniadakan kebutuhan pengobatan. Begitu juga 
minum air yang tidak bersih dapat menyebabkan berbagai penyakit infeksi yang dapat 
menimbulkan kerugian ekonomi besar. Maka dalam konsep UHC layanan yang harus 
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